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KATA PENGANTAR 

 

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 

taufik dan hidayahNya, sehingga kami telah dapat menyusun laporan tahunan yang 

merupakan kesimpulan singkat tentang pelaksanaan kegiatan tugas pada Mahkamah 

Syar’iyah Lhokseumawe selama satu tahun khusus tahun 2019. 

Laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2019 ini disusun sesuai dengan surat Sekretaris 

Mahkamah Agung Nomor: 1730/SEK/OT.01.2/12/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang 

dilaksanakan pada Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe selama tahun 2019 untuk 

terciptanya budaya kerja yang profesional, transparan, efisien dan efektif, baik menyangkut 

tugas teknis yustisial, administrasi serta masalah-masalah yang dihadapi, berikut cara 

pemecahannya yang disertai dengan lampiran-lampiran pendukung. 

Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggung jawaban kepada atasan dan juga 

sebagai bahan informasi dan evaluasi tentang pelaksanaan tugas bagi atasan dalam rangka 

pembinaan Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe di masa-masa yang akan datang. 

 Dalam menyusun laporan ini kami menyadari masih ada  kekurangan-kekurangan,  

karena itulah kami sangat mengharapkan saran-saran dan juga kritik-kritik yang sifatnya 

membangun demi kesempurnaan di masa yang akan datang. 

 

Lhokseumawe,  02 Januari 2020 

 KETUA, 

 

DRS. SURYA, SH.  

NIP. 196510021994031005 
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 BAB I  

PENDAHULUAN 

 

Sebagai sebuah lembaga peradilan, Mahkamah Syar’iyah mempunyai tugas 

pokok untuk menerima, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan 

oleh pencari keadilan, dengan mempergunakan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. 

Untuk terlaksananya tugas-tugas tersebut dengan baik, dan memberikan 

kepuasan kepada masyarakat pencari keadilan, pelaksanaannya harus tetap merujuk 

kepada ketentuan yang telah ada, meskipun demikian kebijakan umum peradilan 

menjadi pendukung utama untuk kesuksesan jalannya tugas-tugas peradilan. 

Pelaksanaan tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan pasal 49 

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 

tahun 1989, meliputi bidang perkawinan, waris, hibah, wasiat, waqaf, zakat, infaq, 

shadaqah dan ekonomi syariah, sedangkan tugas dan kewenangan dalam pasal 128 

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh meliputi bidang al-

Ahwal al Syakhshiyah, Muamalah dan Jinayah. 

Untuk terlaksananya prinsip peradilan dan tugas-tugas tersebut, dirumuskan 

kebijakan umum peradilan selama masa kegiatan 2019 adalah sebagai berikut : 

1. Mengupayakan pemberian pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan 

dengan mengoptimalkan kinerja, daya dan fasilitas yang ada untuk tercapainya 

kepuasan masyarakat. 

2.   Menciptakan suasana kerja yang harmonis, berdisiplin, berdedikasi dan bertanggung 

jawab sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing pada semua jenjang agar dapat 

menumbuhkan kinerja yang efektif dan efisien. 

3. Mengupayakan peningkatan kualitas sumber daya manusia peradilan, baik di bidang 

teknis yudisial maupun non yudisial melalui berbagai kegiatan dan kesempatan yang 

ada melalui pelatihan, seminar, kesempatan, peningkatan jenjang pendidikan ke 

strata yang lebih tinggi, serta melalui bimbingan secara rutin dan berjenjang. 

4. Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana perkantoran untuk mendukung 

pelayanan masyarakat. 
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5.  Mengupayakan pengawasan sesuai pedoman pelaksanaan pengawasan untuk 

terlaksananya tugas-tugas sebagaimana mestinya dan sesuai aturan yang berlaku.  

Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe sebagai salah satu ujung tombak lembaga 

peradilan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan hukum bagimasyarakat pencari 

keadilan yang beragama islam diwilayah Kabupaten Kota Lhokseumawe. Mahkamah 

Syar’iyah Lhokseumawe mempunyai wilayah hukum yang terdiri 4 kecamatan dan 

meliputi 71 Desa / Gampong. 

Dari masa ke masa Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe mengalami perubahan 

dan perkembangan baik dari segi fisik bangunan, sarana pendukung dan para 

pimpinannya, demikian juga jumlah perkara yang diterima dan diselesaikan. 

Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan 

pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, jo Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, jo 

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan peraturan-peraturan lain yang telah 

dijabarkan dalam kerja yang telah dicanangkan oleh Mahkamah Agung RI antara lain 

progaram Reformasi Birokrasi dan Program keterbukaan informasi Pengadilan yang 

dalam pelaksanaannya diharapkan dapat menciptakan birokrasi yang bersih, efisien, 

transparan dalam memberikan pelayanan. 

Dalam hal keterbukaan informasi stelah dikeluarkan surat keputusan KMA : 144-

1/KMA/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan informasi di pengadilan maka masyarakat 

dipermudah untuk akses informasi pengadilan seperti putusan, biaya perkara, alur 

perkara, jadwal sidang, struktur organisasi melalui www.ms-lhokseumawe.go.id. 

Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe yang memiliki jumlah pegawai 24 orang pegawai 

dan 14 pegawai honorer menjadikan kendala tersendiri dalam mewujudkan idealisme 

institusi. Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe pada tahun 2019 menetapkan arah 

kebijakan terbangunnya transparansi peradilan kepada masyarakat pencari keadilan. Hal 

ini tentu saja tidak mudah untuk diwujudkan karena disamping harus menyiiapkan 

kualitas dan kwantitas sumber daya manusia yang memadai juga harus disiapkan sarana 

pendukung kerja yang standar termasuk didalamnya gedung kantor dan sarana 

kelengkapan gedung yang standar.  

Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe dalam melaksanakan kewajiban meng awasi 

bawahannya dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan jika terjadi 
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penyimpangan dengan melaksanakan pengawasan melekat. Selama tahun 2019 

Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe telah menerima, memeriksa dan mengadili perkara 

sebanyak 541 perkara dengan rincian perkara tahun lalu sebanyak 22 dan perkara pada 

tahun 2019 sebanyak 519 perkara.  

Dalam melaksanakan tugas pokok Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe berpegang 

teguh pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam bidang teknis 

yudisial maupun dalam penyelenggaraan administrasi peradilan dengan berpedoman 

pada Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA.001/ SK/1/1991 tanggal 24 Januari 

1991, tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi, ditunjang SIADPA 

PLUS/SIPP Adapun dalam bidang teknis yudisial khususnya dalam penyelenggaraan 

persidangan, Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe telah melaksanakan azas persidangan 

secara sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh 

Undang-undang. Oleh karena itu dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, segenap 

aparatur Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe selalu berusaha untuk meningkatkan 

kwalitas pelayanan terhadap para pencari keadilan. 

Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi dan percepatan kinerja 

dilingkungan Mahkamah Agung yang bertujuan meningkatkan pelayanan publik kepada 

masyarakat pencari keadilan, sesuai Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor 126/KMA/SK/2012 tanggal 9 Februari 2012, tentang Standar Pelayanan 

Peradilan, maka segenap pegawai Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe selalu berusaha 

meningkatkan kwalitas pelayanan publik dan transparansi dalam menjalakan tugas 

pokok dan kewenangannya dengan memanfaatkan teknologi informasi. Antara lain 

menyediakan Meja Informasi, Touch Screen informasi perkara dan SMS Gateway.  

Bermula dari lahirnya Undang- undang nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan 

kedua atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah 

menambah eksistensi dan kedudukan Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe dalam 

melaksanakan tugas pokok danfungsinya semakin kuat. Oleh karena itu, menjadi 

tuntutan institusi bahwa pembinaan terhadap sumber daya manusia aparatur Peradilan 

Agama harus lebih diintensifkan.  
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A. Visi dan Misi 

1. Visi  

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita 

dari cita yang ingin diwujudkan. Beranjak dari hal tersebut, visi Mahkamah Syar’iyah 

Lhokseumawe adalah : 

“TERWUJUDNYA MAHKAMAH SYAR’IYAH LHOKSEUMAWE  YANG AGUNG”. 

 

2. Misi 

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe 

telah menetapkan misi yang harus dilaksanakan adalah : 

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan 

2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan 

3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan 
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BAB II 

 

A. KEADAAN PERKARA DI PERADILAN AGAMA TINGKAT PERTAMA 

 

Laporan keadaan perkara pada kantor Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe Kelas IB 

diuraikan dalam bab ini meliputi laporan sisa perkara tahun 2019 dan perkara yang masuk 

pada tahun 2019 dilengkapi dengan penyelesaian perkara, jenis perkara, perkara sisa tahun 

lalu, perkara yang diterima, perkara yang diputus, perkara yang ditolak, perkara yang 

dicabut, perkara yang gugur, perkara sisa dan Persentase penyelesaian perkara putus pada 

Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe Kelas IB pada tahun 2019.  

Keadaan perkara di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe Kelas IB tahun 2019 adalah 

sebagai berikut: 

 

- Sisa tahun 2019 = 22 Perkara 

- Perkara diterima Thn 2019 = 519 Perkara 

- Perkara di putus Thn 2019 = 515 Perkara 

- Perkara di tolak Thn 2019 = 4 Perkara 

- Perkara di cabut Thn 2019 = 57 Perkara 

- Perkara gugur Thn 2019 = 3 Perkara 

- Perkara Dicoret = 4 Perkara 

- Sisa perkara Thn 2019 = 26 Perkara 

- Persentase penyelesaian perkara putus        =              95,19     %  
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B. PENYELESAIAN PERKARA 

 

1. Jumlah sisa Perkara yang diputus pada Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe 

sebagai berikut : 

 

No Jenis Perkara 
Lamanya Proses ( Dalam Bulan ) 

1-5 5-12 >12 

1 Gugatan  26  Perkara  0  Perkara  0  Perkara 

2 Permohonan  0   Perkara  0  Perkara  0  Perkara 

3 Jinayah  2   Perkara  0  Perkara  0  Perkara 

Jumlah  28  Perkara  0  Perkara  0  Perkara 

 

2.  Jumlah Perkara yang diputus tetap waktu pada Mahkamah Syar’iyah 

Lhokseumawe sebagai berikut : 

 

No Jenis Perkara 
Lamanya Proses ( Dalam Bulan ) 

1-5 5-12 >12 

1 Gugatan  323  Perkara  12  Perkara  0  Perkara 

2 Permohonan  180  Perkara  0   Perkara  0  Perkara 

3 Jinayah  6    Perkara  0   Perkara  0  Perkara 

Jumlah  509   Perkara  12  Perkara  0  Perkara 

 

3.  Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK 

pada Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe sebagai berikut : 

 

No Jenis Perkara 

Upaya Hukum 

Banding Kasasi 
Peninjauan 

Kembali 

1 Gugatan  353  Perkara  357  Perkara  0  Perkara 

2 Permohonan  180  Perkara  0  Perkara  0  Perkara 

3 Jinayah  7  Perkara  0  Perkara  0  Perkara 

Jumlah  540  Perkara  357  Perkara  0  Perkara 
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4.  Jumlah Perkara yang berhasil di Mediasi pada Mahkamah Syar’iyah 

Lhokseumawe sebagai berikut : 

 

No Satuan Kerja 

Jumlah 

Perkara 

Mediasi 

Satua Keberhasilan Mediasi 

Berhasil 
Tidak 

Berhasil 

Tidak Dapat 

dilaksanakan 

1 
MS 

Lhokseumawe 

 88  

Perkara 
4  Perkara  

84  

Perkara  
0  Perkara 

 

5.  Jumlah Perkara anak yang berhasil melalui diversi pada Mahkamah Syar’iyah 

Lhokseumawe sebagai berikut : 

 

No Satuan Kerja 

Jumlah 

Perkara 

Diversi 

Satua Keberhasilan Diversi 

Berhasil 
Tidak 

Berhasil 

Tidak Dapat 

dilaksanakan 

1 
MS 

Lhokseumawe 

  1  

Perkara 
1 0 0 

 

 

C. AKREDITASI PENJAMIN MUTU (SERTIFIKAT ISO PENGADILAN) 

 

Untuk mendukung dan mewujudkan visi dan misi Mahkamah Syar’iyah 

Lhokseumawe, maka pada Tahun 2019 Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe telah 

melakukan beberapa hal diantaranya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari 

keadilan dengan cara memberikan pelayanan secara cepat, tepat dan benar untuk 

meningkatkan akses terhadap keadilan untuk semua ( Justice For All ) dan telah 

menjalankan beberapa program utama yaitu : 

Berdasarkan Surat Tugas Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor W1-

A/2348/HM.01.1/X/2019, tanggal  25 Oktober 2019 tentang pelaksanaan Observasi 

Implementasi Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Pengadilan Agama di lingkungan 

Mahkamah Syar’iyah Aceh Tahun 2019, pada Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe Kelas 
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IB tanggal 07 Desember 2019 yang merupakan bagian dari penilaian Asessmen Survailance 

I dan telah dilaporkan secara formal kepada Direktur Jendral Badan Peradilan Agama, 

dengan semua bukti pendukung dalam program Akreditasi Penjaminan Mutu. 

Dengan adanya penilaian Asessmen Survailance I tersebut maka Ketua Mahkamah 

Syar’iyah Lhokseumawe mengambil langkah-langkah penanganan sebagai tindak lanjut 

dengan menerbitkan surat keputusan Nomor : W1-A5/OT.01.3/VIII/2019 tanggal 10 

Desember 2019 tentang Penunjukan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu pada Mahkamah 

Syar’iyah Lhokseumawe. 

Program Akreditasi Penjaminan Mutu ini meliputi bidang, yaitu : 

a. Bidang Pimpinan 

b. Bidang Hakim Pengawas Bidang 

c. Bidang Hakim Pengawas dan Pengamat 

d. Bidang Hakim 

e. Bidang Kepaniteraan 

f. Bidang Kejurusitaan 

g. Bidang Umum dan Keuangan 

h. Bidang Kepegawaian dan Ortala 

i. Bidang Perencanaan, IT dan Pelaporan 

 

1. Posbakum ( Pos Bantuan Hukum ) 

Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe pada Tahun 2019 tidak memiliki anggaran 

tentang Posbakum. 

 

2. Sidang Keliling 

Pelayanan sidang keliling sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 1 

Tahun 2015 merupakan langkah strategis dalam membuka akses yang lebih luas 

terhadap keadilan bagi masyarakat pencari keadilan di Wilayah Yurisdiksi 

Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe. 

Dalam rangka pemetaan akan akses dan pelayanan peradilan bagi masyarakat 

yang kurang mampu (Justice For All),  Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe 

melaksanakan suatu program pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat berupa 
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Penyelenggaraan Sidang Diluar Gedung Pengadilan dimana sasarannya seluruh 

masyarakat pencari keadilan di wilayah Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe yang 

terdapat kendala tempat tinggal yang jaraknya jauh dari Mahkamah Syar’iyah 

Lhokseumawe dengan harapan dapat memperingan bhiaya transportasi dan 

mempercepat akses berperkara di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe 

Pada Tahun 2019 Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe telah merealisasikan 

pelaksanaan sidang keliling di Dua (2) Kecamatan di wilayah Kota Lhokseumawe 

dengan biaya sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) yang 

merupakan biaya perjalanan dinas dalam kota dan seluruhnya dibiayai dari anggaran 

DIPA 04 Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe Tahun 2019. 

Rincian lokasi pelaksanaan Sidang Keliling pada Mahkamah Syar’iyah 

Lhokseumawe Tahun 2019 Sebagai berikut : 

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Satu 

2. Kantor Urusan Agama Kecamatan Blang Mangat 

 

3. Perkara Prodeo ( Pembebasan Biaya Perkara ) 

 

Pembebasan Biaya Perkara sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di 

Pengadilan, setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi 

dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara dengan menunjukan Surat 

Keteangan Tidak Mampu dari Desa dan atau bukti lain semisal Kartu Miskin dan 

lain-lain. 

Fasilitas pembebasan biaya perkara di Pengadilan adalah sebuah layanan dimana 

biaya proses berperkara di Pengadilan akan ditanggung oleh negara. Pada tahun 2019 

terdapat Delapan Puluh Tiga (83) Perkara yang mengajukan Pembebasan biaya 

perkara dan telah dilayani di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe, yang terdiri dari: 

1. Dua Puluh Lima (25) Perkara yang di bebankan biaya pada DIPA (04) Ditjen 

Badan Peradilan Agama. 

2. Lima Puluh Delapan (58) Perkara murni (Prodeo) 

Data Layanan pembebasan biaya perkara tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 

berikut : 
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1. Perkara yang di bebankan biaya pada DIPA (04) Ditjen Badan 

Peradilan Agama. 

 

No Nomor Perkara Biaya

1 67/Pdt.G/2019/MS-Lsm 350.000                      

2 68/Pdt.G/2019/MS-Lsm 350.000                      

3 69/Pdt.G/2019/MS-Lsm 350.000                      

4 70/Pdt.G/2019/MS-Lsm 350.000                      

5 71/Pdt.G/2019/MS-Lsm 350.000                      

6 72/Pdt.G/2019/MS-Lsm 350.000                      

7 93/Pdt.G/2019/MS-Lsm 350.000                      

8 94/Pdt.G/2019/MS-Lsm 350.000                      

9 95/Pdt.G/2019/MS-Lsm 350.000                      

10 96/Pdt.G/2019/MS-Lsm 350.000                      

11 97/Pdt.G/2019/MS-Lsm 350.000                      

12 98/Pdt.G/2019/MS-Lsm 350.000                      

13 99/Pdt.G/2019/MS-Lsm 350.000                      

14 100/Pdt.G/2019/MS-Lsm 350.000                      

15 101/Pdt.G/2019/MS-Lsm 350.000                      

16 121/Pdt.G/2019/MS-Lsm 350.000                      

17 122/Pdt.G/2019/MS-Lsm 350.000                      

18 123/Pdt.G/2019/MS-Lsm 350.000                      

19 124/Pdt.G/2019/MS-Lsm 350.000                      

20 125/Pdt.G/2019/MS-Lsm 350.000                      

21 126/Pdt.G/2019/MS-Lsm 350.000                      

22 74/Pdt.G/2019/MS-Lsm 350.000                      

23 45/Pdt.P/2019/MS-Lsm 350.000                      

24 63/Pdt.P/2019/MS-Lsm 350.000                      

25 64/Pdt.P/2019/MS-Lsm 350.000                      

8.750.000                   Jumlah Total  
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2. Perkara Prode murni (Non DIPA) 

 

 

No Nomor Perkara No Nomor Perkara 

1 5/Pdt.G/2019/MS-Lsm 30 196/Pdt.G/2019/MS-Lsm 

2 8/Pdt.G/2019/MS-Lsm 31 199/Pdt.G/2019/MS-Lsm 

3 17/Pdt.G/2019/MS-Lsm 32 200/Pdt.G/2019/MS-Lsm 

4 28/Pdt.G/2019/MS-Lsm 33 216/Pdt.G/2019/MS-Lsm 

5 33/Pdt.G/2019/MS-Lsm 34 218/Pdt.G/2019/MS-Lsm 

6 40/Pdt.G/2019/MS-Lsm 35 220/Pdt.G/2019/MS-Lsm 

7 43/Pdt.G/2019/MS-Lsm 36 223/Pdt.G/2019/MS-Lsm 

8 44/Pdt.G/2019/MS-Lsm 37 237/Pdt.G/2019/MS-Lsm 

9 46/Pdt.G/2019/MS-Lsm 38 243/Pdt.G/2019/MS-Lsm 

10 127/Pdt.G/2019/MS-Lsm 39 252/Pdt.G/2019/MS-Lsm 

11 128/Pdt.G/2019/MS-Lsm 40 261/Pdt.G/2019/MS-Lsm 

12 130/Pdt.G/2019/MS-Lsm 41 264/Pdt.G/2019/MS-Lsm 

13 132/Pdt.G/2019/MS-Lsm 42 272/Pdt.G/2019/MS-Lsm 

14 135/Pdt.G/2019/MS-Lsm 43 275/Pdt.G/2019/MS-Lsm 

15 139/Pdt.G/2019/MS-Lsm 44 289/Pdt.G/2019/MS-Lsm 

16 141/Pdt.G/2019/MS-Lsm 45 294/Pdt.G/2019/MS-Lsm 

17 142/Pdt.G/2019/MS-Lsm 46 311/Pdt.G/2019/MS-Lsm 

18 148/Pdt.G/2019/MS-Lsm 47 324/Pdt.G/2019/MS-Lsm 

19 149/Pdt.G/2019/MS-Lsm 48 2/Pdt.P/2019/MS-Lsm 

20 151/Pdt.G/2019/MS-Lsm 49 16/Pdt.P/2019/MS-Lsm 

21 160/Pdt.G/2019/MS-Lsm 50 17/Pdt.P/2019/MS-Lsm 

22 163/Pdt.G/2019/MS-Lsm 51 18/Pdt.P/2019/MS-Lsm 

23 164/Pdt.G/2019/MS-Lsm 52 65/Pdt.P/2019/MS-Lsm 

24 168/Pdt.G/2019/MS-Lsm 53 66/Pdt.P/2019/MS-Lsm 

25 173/Pdt.G/2019/MS-Lsm 54 78/Pdt.P/2019/MS-Lsm 

26 174/Pdt.G/2019/MS-Lsm 55 96/Pdt.P/2019/MS-Lsm 

27 190/Pdt.G/2019/MS-Lsm 56 98/Pdt.P/2019/MS-Lsm 

28 192/Pdt.G/2019/MS-Lsm 57 138/Pdt.P/2019/MS-Lsm 

29 195/Pdt.G/2019/MS-Lsm 58 139/Pdt.P/2019/MS-Lsm 
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BAB III 

SUMBER DAYA MANUSIA 

 

Komposisi Sdm Berdasarkan Kepangkatan / Golongan / Pendidikan 

Jumlah sumber daya manusia (SDM) berdasarkan kepangkatan/golongan/pendidikan 

yang ada pada wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe, Yaitu: 

 

No Nama/NIP Pangkat/ 

Golongan 

Jabatan Pendidikan 

1 Drs. Surya, SH 

Nip : 196510021994031005 

Pembina Utama 

Muda (IV/c) 

Ketua S1 

2 Drs. H. Mohd. Ridhwan 

Ismail,MH 

Nip : 195807121993031001 

Pembina Utama 

Muda (IV/c) 

Hakim S2 

3 Drs. Muhammad. Amin, SH, MH 

Nip : 196103061993031001 

Pembina Utama 

Muda (IV/c) 

Hakim S2 

4 Drs. H. Ahmad Luthfi 

Nip : 196404271993031001 

Pembina Utama 

Muda (IV/c) 

Hakim S1 

5 Drs. Iskandar, MH 

Nip : 196612311994031058 

Pembina Utama 

Muda (IV/c) 

Hakim S2 

6 Robinhot Kaloko, SH., MH. 

Nip : 196203231982031002 

Pembina Utama 

Muda (IV/c) 

Hakim S2 

7 Dra. Hj. Nur Ismi, SH 

Nip : 195412251980032002 

Pembina Utama 

Muda (IV/c) 

Hakim S1 

8 Drs. Razali 

Nip : 195712281983021001 

Pembina TK.I (IV/b) Hakim S1 

9 Drs. Abd. Basyir M. Isa Nurdin 

Nip : 195409151987031001 

Pembina Utama 

Muda (IV/c) 

Hakim S1 

10 Khudaini, S.H. 

Nip : 196112061994031001 

Pembina (IV/a) Panitera S1 

11 Sabri, S.H 

Nip : 196412311995031014 

Penata Tk. I (III/d) Panitera Muda 

Hukum 
S1 

12 Drs. Hamdani 

Nip : 196503041992031005 

Penata Tk. I (III/d) Panitera Muda 

Gugatan 
S1 

13 M. Al Mahdi 

Nip : 196001011982031012 

Penata Muda Tk. I 

(III/b) 

Panitera Muda 

Jinayah 
SLTA 

14 Drs. Syamsul Bahri 

Nip : 196901191994031002 

Penata Tk. I (III/d) Panitera Muda 

Permohonan 
S1 

15 Syarbaini, S.Ag 

Nip : 197405061995031001 

Pembina (IV/a) Sekretaris S1 

16 Roslia, SH 

Nip : 197012201998032001 

Penata Tk. I (III/d) Kasubbag Umum 

dan Keuangan 
S1 

17 Ikhsan, ST 

Nip : 198007312009121002 

Penata (III/c) Kasubbag 

Perencanaan, IT 

dan Pelaporan 

S1 
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18 Suraya 

Nip : 197210101994032004 

Penata Muda Tk. I 

(III/b) 

Jurusita SLTA 

19 Siti Hawa P 

Nip : 196212091983022001 

Penata Muda Tk. I 

(III/b) 

Jurusita Pengganti SLTA 

21 Hasanah 

Nip : 197106052012122002 

 Jurusita Pengganti SLTA 

22 Husna, SH 

Nip : 197502232012122001 

Penata Muda (III/a) Jurusita Pengganti S1 

23 Putra Agung Ramadhani, S.Sos 

Nip : 199303022019031007  

Penata Muda (III/a) CPNS S1 

24 Imran Ar, SHI 

Nip : 198809262019031003 

Penata Muda (III/a) CPNS S1 

 
1. MUTASI 

Pada tahun 2019, dilingkungan Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe dengan 

daftar sebagai berikut : 

 
2. PROMOSI 

Sepanjang tahun 2019, dilingkungan Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe 

terdapat 2 pegawai yang promosi dengan daftar sebagai berikut : 

NO NAMA LENGKAP/NIP GOL 
JABATAN SURAT KEPUTUSAN TANGGAL 

KET. 

LAMA BARU NOMOR TANGGAL PELANTIKAN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Roslia, SH III/d Kasubbag Umum dan 

Keuangan  

Kasubbag 

Perencanaan, IT 

dan Pelaporan 

226/SEK/Kp.I/SK/III/2019 26-03-2019 16-04-2019   

2 Ikhsan, ST III/c Kasubbag Umum dan 

Keuangan 

Kasubbag Umum dan 

Keuangan 

226/SEK/Kp.I/SK/III/2019 26-03-2019 16-04-2019  

 

 

 

 

NO NAMA LENGKAP/NIP GOL 
JABATAN SURAT KEPUTUSAN TANGGAL 

KET. 

LAMA BARU NOMOR TANGGAL PELANTIKAN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Drs. Razali IV/b Hakim MS 

Lhokseumawe 

Hakim MS Sigli 74/KMA/SK/IV/2019 25-04-2019 27-05-2019  

2 Drs. Kamaruddin 

Abdullah 

IV/c Ketua MS Simpang 

Tiga Redelong 

 Hakim MS 

Lhokseumawe 

74/KMA/SK/IV/2019 25-04-2019 28-05-2019   

3 Drs. Azmir, SH. MH IV/c Hakim MS Sigli Wakil Ketua MS 

Lhokseumawe 

74/KMA/SK/IV/2019 25-04-2019 28-05-2019  

4 Hj. Safaridah, S.Ag III/d Panitera Pengganti  Panitera Muda 

Gugatan Idi 

1966 Tahun 2019 27-05-2019 20-06-2019  
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3. PENSIUN 

Pensiun merupakan bagian dari kegiatan mutasi. Apabila seorang Pegawai 

Negeri Sipil telah memasuki batas usia pensiun maka Pegawai Negeri Sipil tersebut 

harus diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Petunjuk teknis pelaksanaan 

pensiun diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun 

Pegawai dan Pensiun Janda/ Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 

42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906). 

 

 Pada tahun 2019 di Lingkungan Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe ada 2 

(dua) orang pegawai memasuki masa pensiun:  

 

NO. NAMA LENGKAP NIP JABATAN SATKER KLS GOL TMT PENSIUN 
KETERANGA

N 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Drs. Abd. Basyir M. Isa 

Nurdin 

19540915.198703.1.001 Hakim MS 

Lhokseumawe 

I.B IV/c 01-10-2019 - 

2 Dra. Hj. Nur Ismi, SH. MH 19541225.198003.2.002 Hakim MS 

Lhokseumawe 

I.B IV/c 01-01-2019 - 

  

4. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis) 

 Pada tahun 2019 pada satuan kerja Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe Kelas 

I.B terdapat pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan latihan baik Teknis 

maupun non Teknis 

a. SDM Teknis 

• Diskusi dan Pelatihan tentang Perempuan berhadapan dengan Hukum di Aceh 

berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor W1-

A/1043/PP.00.1/IV/2019 tanggal 24 April 2019 dengan peserta hakim 

dilaksanakan di Kyriad Muraya Hotel Banda Aceh yang berlangsung  pada 

tanggal  29 s.d 30 April 2019; 

• Diskusi Teknis Yustisial. di Aula Lantai III Gedung Mahkamah Syar'iyah 

Aceh Banda Aceh berdasarkan surat Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh 

Nomor : W1-A/1026/OT.01.1/IV/2019 tanggal 23 April 2019 dengan  peserta  

Hakim, Panitera dan Panitera Muda Jinayat  yang  berlangsung tanggal  26  

April 2019;  
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•  Bimtek Penyelesaian Perkara Jinayah Bagi Panitera Muda, Panitera 

Pengganti dan Operator Sistem Informasi Penulusuran Perkara se Aceh tahun 

2019 berdasarkan Surat Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomro W1-

A/829/HM.01/1/IV/2019 tanggal 04 April 2019 dengan peserta Panitera, 

Panitera Muda Jinayat, dan Operator yang dilaksanakan di Hotel Grand 

Nanggroe Jl.Imuem Lueng Bata Banda Aceh pada tanggal  09 s/d 12 April 

2019; 

• Mentor Peserta Latsar CPNS Gol III Angkatan XVC di Puslatbang KHAN 

Aceh, Surat Kepala Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah 

Agung RI, Nomor : 368/Bid/S/7/2019, tanggal 01 Juli 2019, dengan Peserta 

Ketua Mahkamah Syaríyah Lhokseumawe, yang dilaksanakan di Kampus 

Puslatbang Kajian Hukum Administrasi Negara, Aceh Besar, pada tanggal 08 

s/d 09 Juli 2019. 

• Sosialisasi, Penyusunan Analisis Jabatan (anjab) dan Perhitungan Analisa 

Beban Kerja (ABK) pada Mahkamah Syaríyah Aceh, Nomor : W1-

A/2143/OT.01.1/IX/2019 tanggal 20 September 2019, dengan peserta Kepala 

Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala dan Operator yang dilaksanakan di Aula 

Lantai III Mahkamah Syar'iyah Aceh di Banda Aceh pada  tanggal 27 s.d 28 

September 2019; 

 

b. Non Teknis 

• Bimbingan Konsolidasi Laporan Keuangan Semester II Tahun 2018 

Koordinator Wilayah Aceh berdasarkan surat Ketua Ms Aceh Nomor: W1-

A/112/KU.00/01/2019 tanggal 02 Januari 2019 dengan peserta Rizki 

Ramadhani,SH  (Operator SAIBA) dan Roslia,SH (Operator SIMAK BMN) 

yang dilaksanakan Lantai III Aula Gedung Mahkamah Syar'iyah Aceh di 

Banda Aceh berlangsung dari tanggal  8 s/d 11 Januari 2019. 
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BAB IV 

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN 

TEKNOLOGI INFORMASI 

 

A. PENGELOLAAN KEUANGAN 

Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe untuk tahun Anggaran 2019 mengelola 

keuangan rutin dari DIPA Tahun 2019, yang terdiri dari 3 (tiga) program kerja yaitu : 

 

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya 

No Satker Pagu DIPA 
Pagu DIPA 

Revisi 
Realisasi 

% 

Realisasi 

Anggaran 

Sisa 

Anggaran 

1 2 3 4 5 6 7 

1 MS-

Lhokseumawe 

 4.784.092.000  5.576.111.000 5.561.089.017 99.73% 15.021.983 

 

 Dari tabel diatas maka pelaksanaan program dukungan menejemen dan pelaksanaan 

Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe terealisasi sebesar 99.73%. 

 

2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung. 

No Satker Pagu DIPA 
Pagu DIPA 

Revisi 
Realisasi 

% Realisasi 

Anggaran 

Sisa 

Anggaran 

1 2 3 4 5 6 7 

1 MS Lhokseumawe 52.000.000 77.000.000 76.966.500 99.96% 33.500 

Jumlah 52.000.000 77.000.000 
76.966.500 99.96% 33.500 

 

 Dari tabel diatas maka Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung 

pada Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe terealisasi sebesar 99.96%. 
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3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan dengan rincian sebagai berikut: 

No Satker Pagu DIPA 
Pagu DIPA 

Revisi 
Realisasi 

% Realisasi 

Anggaran 

Sisa 

Anggaran 

1 2 3 4 5 6 7 

1 MS Lhokseumawe 35.325.000 35.325.000 33.715.000 95.44% 1.610.000 

           

 

Dari tabel diatas maka Program Peningkatan Manajemen Peradilan pada Mahkamah 

Syar’iyah Lhokseumawe terealisasi sebesar 95.44 % 

Dalam tahun 2019 dari Pagu Anggaran setelah Revisi  DIPA 005.01 sebesar Rp. 

5.653.111.000 ,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.638.055.517,- dan sisa anggaran sebesar Rp. 

15.055.483,- dan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan DIPA 01 sebesar 99.73%.  Pagu 

Anggaran setelah Revisi  DIPA 005.04 sebesar Rp 35.325.000.-, dengan realisasi sebesar Rp 

33.715.000.,-.dan sisa anggaran sebesar Rp 1.610.000.,-.dan dapat disimpulkan bahwa 

pelaksanaan DIPA 04 sebesar 95.44 %. 

 

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA 

Salah satu faktor pendukung kelancaran pelaksanaan tugas Mahkamah Syar’iyah 

Lhokseumawe adalah dengan terpenuhinya sarana dan prasarana, baik halnya Sarana 

dan Prasarana Fasilitas Gedung yang mencakup gedung kantor maupun rumah dinas. 

Dalam hal ini jajaran Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe setiap tahunnya sedapat 

mungkin terus melengkapi dan menyempurnakan sarana dan prasarana yang ada, dan 

untuk tahun 2019  hal ini telah dianggarkan dalam  DIPA. 

Dalam hal pengelolaan administrasi tetap berpedoman kepada aturan yang 

berlaku dan sesuai dengan perkembangan sistem yang lebih canggih dan efisien,  oleh 

sebab itu Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe menerapkan Sistem Informasi 
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Manajemen Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara (SIMAK) dalam melakukan 

pengelolaan inventaris barang milik negara melalui sistem aplikasi komputerisasi. 

Pengawasan dan pembinaan terhadap Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe di 

wilayah hukum Mahkamah Syar’iyah Aceh pada dasarnya tetap dilaksanakan secara 

berkala melalui monitoring, penertiban laporan dan administrasi Barang Milik Negara 

(BMN) seperti Laporan Mutasi Barang Triwulan (LMBT), Laporan Tahunan (LT), Buku 

Inventaris Barang, sosialisasi peraturan BMN melalui Konsolidasi baik yang 

dilaksanakan langsung Mahkamah Agung RI maupun Mahkamah Syar’iyah Aceh. 

1. Tanah dan Gedung Kantor 

Pada tahun 2019 kondisi tanah dan gedung kantor Satuan Kerja Mahkamah 

Syar’iyah Lhokseumawe dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: 

No Satker Luas Tanah 
Luas 

Bangunan 

Jumlah 

Unit 
Nilai Gedung 

1 2 3 4 5 6 

1 MS Lhokseumawe 3.059 m2 1.447.20 m2 1 Unit Rp.   5,434,866,000 

 

Sedangkan sarana dan prasarana lainnya yang ada pada Satuan Kerja Mahkamah 

Syar’iyah Lhokseumawe Kels I B  ini adalah sebagaimana yang tertera pada Tabel 

berikut ini: 

 

No 

 

 

Sarana/Prasarana Gedung 

 

Jumlah 

 

Keterangan 

1 Ruang Ketua  1  

2 Ruang Wakil Ketua 1  

3. Ruang Hakim  1  

4. Ruang Panitera 1  

5. Ruang Sekretaris 1  

6. Ruang Kepaniteraan 1  

7. Ruang Kesekretariatan 1  

8. Ruang Mediasi 1  

9 Ruang Jaksa 1  

10. Ruang Sidang I 1  
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11 Ruang Sidang II  1  

12 Ruang Bendahara 1  

13 Ruang Rapat Pimpinan 1  

14 Ruang Pustaka 1  

15 Ruang Arsip Perkara 1  

16 Ruang Panitera Pengganti 1  

17 Ruang Panmud Jinayah 1  

18 Ruang Aula 1  

19 Ruang Laktasi 1  

 

2. Tanah dan Rumah Dinas  

Pada tahun 2019 kondisi tanah dan rumah dinas Satuan Kerja Mahkamah Syar’iyah 

Lhokseumawe dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: 

No Satker Luas Tanah 
Luas 

Rumah 

Jumlah 

Unit 
Nilai Gedung 

1 2 3 4 5 6 

1 MS Lhokseumawe 700 m2 360 2 Unit Rp.   150.000.000,- 

  

Dalam tahun 2019 Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe tidak ada pengadaan tanah 

dan pembangunan rumah negara. 

 

 

No 

 

 

 

Uraian 
Jumlah 

Kondisi 

Keterangan 

 

Baik 

 

Rusak 

Ringan 

 

 

Rusak 

Berat 

 

I 

 

Rumah Dinas 

 

     

1 Rumah Dinas Ketua 

 

1 �     

2 Rumah Dinas W.Ketua 

 

1 �     
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3. Mess Pegawai 

 

Mess dilingkungan Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe yang ada merupakan 

pengalihan aset dari gedung kantor yang lama yang dialih fungsikan sebagai mess 

dan dapat dilihat dalam  tabel berikut ini : 

 

 

 

4. Kenderaan Dinas 

Saat ini Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe Kelas I B disamping telah memiliki 

sarana Gedung kantor yang telah sesuai dengan prototipe Mahkamah Agung RI juga 

memiliki beberapa kenderaan dinas bermotor sebagaimana tertera pada tabel berikut 

ini: 

 

 
No 
 

 
 

Uraian Tahun 
Perolehan 

Kondisi 

Keterangan 

 

Baik 

 

Rusak 
Ringan 

 

 

Rusak 
Berat 

 
I 

 
Jenis Kenderaan Roda 4 
 

     

1 

 
Toyota Innova E 

 
2006 

 
�  

   

 
2 

Toyota Innova 
2008 �     

 
3. 

 
Toyota Avanda 

 
2013 

�    Pinjam 
pakai 
Pemko 
Lhokseuma
we 

 
II 

 
Jenis Kenderaan Roda 2 
 

     

No Satker Luas Tanah Luas Bangunan Nilai Gedung 

1 2 3 4 5 

1 MS Lhokseumawe 800 m2 600 m2 Rp.          1.399.131.000,- 
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1 Honda GL 100 1994   
�   

 
2 

Honda Supra 2006 �   
  

3 Honda Kharisma 2006 �     

4 Mega Pro 2006 �     

5 Honda NF 100 TD 2007 �     

6 Honda Supra Fit 2008 �     

 

 

5. Peralatan dan Mesin 

a. Sarana dan Prasarana Gedung. 

1. Pengadaan 

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung tahun 2019 pada Mahkamah 

Syar’iyah Lhokseumawe tidak memiliki anggaran. 

2. Pemeliharaan 

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung tahun 2019 pada Mahkamah 

Syar’iyah Lhokseumawe tidak dianggarkan anggaran karena bangunan gedung 

baru. 

3. Penghapusan 

Penghapusan Sarana dan Prasarana Gedung tahun 2019 pada Mahkamah 

Syar’iyah Lhokseumawe masih dalam proses penghapusan. 
 

b. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung. 

1. Pengadaan 

Pengadaan Sarana dan Prasarana tahun 2019 pada Mahkamah Syar’iyah 

Lhokseumawe tidak ada pengadaan Sarana dan Prasarana. 

2. Pemeliharaan 

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung mengenai Peralatan 

dan Mesin tahun 2019 pada Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe sesuai 

dengan anggaran yang tersedia dalam DIPA setelah revisi sebesar 

Rp.271.325.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 271.325.000,- atau sebesar 

seratus persen  (100 %). 
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3. Penghapusan 

Penghapusan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung tahun 2019 pada 

Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe tidak ada penghapusan. 

 

 

C.   PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI 

Pengeloalaan Website pada Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe mengambil 

peranan penting dalam keterbukaan informasi. Melalui pengolahan website yang 

berisikan informasi mengenai transparasi keuangan baik keuangan perkara maupun 

DIPA serta tranparasi putusan. Adapun alamat website Mahkamah Syar’iyah 

Lhokseumawe serta aktivasinya sebagai berikut : 

No Satker Domain 
Hosting 

Packages 

Hosting 

Provider 
Status 

1 MS 

Lhokseumawe 

www.ms-

lhokseumawe.go.id 

idSemiPro RumahWeb Aktif 

 

1) Perangkat Keras 

Teknologi Informasi di lingkungan Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe 

umumnya sangat tergantung pada komputer seperti pada perangkat keras. Perangkat 

Keras Teknologi Informasi Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe meliputi : laptop, 

PC Unit, Server, Router dan Printer secara lebih rinci dapat di lihat pada table 

berikut . 

No Satker Jenis 

barang 
Kondisi Satuan Jumlah Hapus Nilai asset 

1 MS 

Lhokseumawe 

Laptop Baik  15  126.288.237 

PC Unit Baik  4  68.548.520 

Server Baik  1  39.200.2000 

Router Baik  1  40.000.000 

Printer Baik  8  11.974.170 
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2) Perangkat Lunak 

Perangkat lunak yang digunakan di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe yang 

berasal dari intansi terkait, Mahkamah Agung, dan Kementrian Keuangan adalah : 

1. SIADPA Plus (Sistem Informasi Administrasi Perkara PA); 

2. SIPP MA (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) 

3. E-Court (Pendaftaran Perkara Online) 

4. SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik 

Negara); 

5. PERSEDIAAN; 

6. SIMAN (Sistem Informasi Manajemen Aset Negara); 

7. SIMANTAP (Sistem Informasi Manajemen Pendataan Tanah Pemerintah); 

8. SAS (Sistem Aplikasi Satker); 

9. SAIBA (Sistem Akuntansi Informasi Berbasis Akrual); 

10. GPP ( Gaji Pegawai Negeri Sipil Pusat); 

11. SPP (Surat Permintaan Pembayaran); 

12. SPM ( Surat Perintah Membayar); 

13. RKA KL (Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga); 

14. SIKEP (Sistem Informasi Kepegawaian); 

15. SIMPEG/Abs.badilag.net (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian); 

16. SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian); 

17. KOMDANAS (Komunikasi Data Nasional); 

18. SIMARI (Sistem Informasi Mahkamah Agung RI); 

19. SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan); 

20. SIWAS (Sistem Informasi Pengawasan) 

 

1. IMPLEMENTASI E-COURT DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA 

Pasca  diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang 

administrasi perkaraSecara Elektronik, Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe telah siap 

menjalankan implementasi e -court dengan cara pendaftaran perkara secara elektronik 

(e-court).  
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Lahirnya aplikasi e-court tidak terlepas dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 

Tahun 2018. Aplikasi e-court merupakan perwujudan dari implementasi Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan 

Secara Elektronik. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 merupakan 

inovasi sekaligus komitmen bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam 

mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia (Justice reform) yang 

mensinergikan peran teknologi informasi (IT) dengan hukum acara (IT for Judiciary) 9 

Peraturan Mahkamah Agung RI yang dicetuskan pada Maret 2018 tersebut sangat 

relevan dengan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim yang memiliki issue 

utama dalam access to justice. Dengan disahkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 

3 Tahun 2018, hal ini menjadi tonggak awal dalam revolusi administrasi perkara di 

pengadilan. 

Peraturan Mahkamah Agung ini juga merupakan pondasi dari implementasi 

aplikasi e-court di dunia peradilan Indonesia, sehingga peradilan berwenang untuk 

menerima pendaftaran perkara dan menerima pembayaran panjar biaya perkara secara 

elektronik. Secara substansial, peraturan mahkamah agung tersebut tidak menghapus 

ataupun menganulir norma yang berlaku, melainkan menambah ataupun 

menyempurnakannya. Selain mengatur dalam beracara secara elektronik, eksistensi 

peraturan mahkamah agung nomor 3 tahun 2018 memberikan kewenangan kepada juru 

sita/juru sita pengganti di pengadilan untuk menyampaikan relaas 

(panggilan/pemberitahuan) secara online 

e-Court adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap 

masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, 

mengirim dokumen persidangan (replik, duplik, kesimpulan, jawaban) dan pemanggilan 

secara online. Aplikasi e-court perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan 

dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan 

menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. Ruang lingkup 

aplikasi e-court adalah sebagai berikut : 

a. Pendaftaran Perkara Online 

b. Pembayaran Panjar Biaya Online (e-SKUM). 

c. Dokumen Persidangan 
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d. Pemanggilan Elektronik (e-Summons); 

Penerapan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik atau yang disebut 

dengan e-court telah memberikan dampak langsung bagi praktik advokat di Indonesia. 

Kemudahan yang diberikan dalam sistem teknologi canggih sistem pelayanan e-court 

menjadi sebuah kebutuhan dalam proses menyelesaikan perkara di pengadilan dengan 

mobilitas tinggi para pihak dan para penasihat hukum (advokat). Advokat diharuskan 

untuk memiliki akun resmi dengan mendaftar dalam sistem e-court sehingga 

keberadaannya diakui secara formil. Namun, para advokat yang tidak memiliki akun e-

court akan menjadi terhalang ketika membela klien di sejumlah pengadilan, hal ini 

sesuai dengan pasal 6 ayat 2 PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi 

Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang berbunyi : Mahkamah Agung berhak 

untuk menolak pendaftaran pengguna terdaftar yang tidak dapat diverifikasi. Selain itu, 

sistem e-court juga dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI 

No.122/KMA/SK/VII/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Kelola Pengguna 

Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan 

Peradilan Umum Mahkamah Agung RI No.271/DJU/SK/PS01/4/2018 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi 

Perkara di Pengadilan Secara Elektronik 

Lahirnya aplikasi e-court tidak terlepas dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 

Tahun 2018. Aplikasi e-court merupakan perwujudan dari implementasi Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan 

Secara Elektronik. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 merupakan 

inovasi sekaligus komitmen bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam 

mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia (Justice reform) yang 

mensinergikan peran teknologi informasi (IT) dengan hukum acara (IT for Judiciary). 

Tidak dapat dipungkiri, implementasi administrasi perkara di pengadilan secara 

eletronik (e-court) berdampak langsung bagi para advokat di Indonesia 

Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe sejak adanya apalikasi e court telah 

melakukan sosialisasi kepada penasehat hukum, advokat, pengacara yang berdomisisli 

wilayah hukum Mahkamah Syar;iyah Lhokseumawe, dengan adanya sosialisasi tersebut 
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pendaftaran perkara melalui e court terus meningkat yaitu 26 perkara, dengan rincian 24 

Perkara Gugatan dan 2 Perkara Permohonan. 

 

2. IMPLEMENTASI SIPP DILINGKUNGAN PERADILAN AGAMA 

 

Pemantapan Implementasi Aplikasi SIPP kali ini mengevaluasi penerapan SIPP di 

Pengadilan Agama Karawang, dan hasil persentase dalam SIPP ternyata menurun, 

karena masih banyak perkara yang belum diminutasi menurut sistem Aplikasi SIPP, agar 

penerapan aplikasi SIPP berjalan dengan baik dan lancar maka diharapkan seluruh 

stakeholder yang berkaitan langsung dengan Aplikasi tersebut Khususnya bagian 

kepaniteraan bisa menerapkan Aplikasi SIPP tersebut dengan baik dan benar sesuai alur 

system Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). 

Selanjutnya dalam rangka upaya meningkatkan pelayanan prima peradilan sesuai 

target Mahkamah Agung, maka dalam rangka membantu proses penyelesaian 

administrasi perkara, Mahkamah Agung telah menerbitkan Sistem Informasi 

Penelusuran Perkara (SIPP) yang mulai diinstruksikan penerapannya mulai awal tahun 

2016. Diluncurkannya SIPP oleh Mahkamah Agung bertujuan untuk memudahkan para 

hakim dan pejabat pengadilan dalam proses pengadministrasian perkara, serta sebagai 

salah satu wujud dari pelaksanaan peradilan yang cepat, tepat waktu, efektif dan efisien 

serta biaya ringan sebagaimana tertuang dalam asas beracara di Pengadilan Agama. 

SIPP sebenarnya bukan merupakan aplikasi baru, karna semenjak tahun 2010 

manajemen administrasi perkara di Pengadilan Agama telah terlebih dahulu 

menggunakan perangkat sistem yang dengan nama “Sistem Informasi dan Administrasi 

Peradilan Agama” atau yang dikenal dengan akronim SIADPA sebagai salah satu upaya 

agar manajemen administrasi perkara efektif dan efisien. Adanya sistem SIPP dan 

SIADPA mempunyai tujuan yang sama, yaitu sama-sama membantu dalam proses 

manajemen administrasi perkara. 

Adanya kedua apalikasi tersebut, dapat direspon baik untuk aparatur peradilan. 

Seperti halnya oleh Panitera/Panitera Pengganti yang dimudahkan penyusunan berita 

acara sidang dengan fitur yang ada dalam SIPP maupun SIADPA. Akan tetapi, peralihan 

dari SIADPA menuju SIPP masih terkesan sulit dilakukan, meskipun pada tahun 2016 
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Mahkamah Agung telah mengeluarkan instruksi melalui surat nomor 

0458/DJA/HM.02.3/2/2016 tentang Implementasi SIPP versi 3.3.0-1. yang berarti 

aparatur Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengimplementasikan SIPP 

sebagaimana dimaksud oleh Mahkamah Agung guna mengintegrasikan data dari seluruh 

Peradilan Agama dan juga lingkungan peradilan yang lain bersama Mahkamah Agung. 

SIPP merupakan suatu sistem aplikasi yang memberikan kemudahan baik bagi internal 

maupun eksternal. Bagi eksternal, yaitu untuk memberikan kemudahan bagi pencari 

keadilan maupun pemerhati peradilan. “E-court ini merupakan loncatan pembaharuan 

Mahkamah Agung (MA) dalam rangka melayani pencari keadilan” terangnya. 

SIPP merupakan satu kebijakan yang sudah diambil oleh pimpinan MA sebagai 

sistem aplikasi untuk diterapkan di empat lingkungan peradilan, tidak terkecuali 

peradilan agama. SIPP juga menjadi sarana bagi pengadilan agama dalam rangka 

pelayanan kepada masyarakat pencari kedilan. 

Pada Tahun 2019 Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe telah menggunakan SIPP sebagai 

aplikasi untuk memudahkan proses persidangan, SIPP sangat membantu proses 

pendaftaran perkara sampai dengan akhirnya perkara tersebut selesai hingga 

memperoleh produk pengadilan. 

Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe pada tahun 2019 memiliki nilai SIPP 

mencapai 93,45 %. 
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BAB V 

PENINGKATAN PELAYNAN PUBLIK 

 

A. Akreditasi Penjaminan Mutu 

Berdasarkan surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 

2918/DJA/OT.01.3/10/2018 tanggal 24 Oktober 2018 tentang pemberlakuan 

pedoman Akreditasi Penjamin Mutu Badan Peradilan Agama dan telah disepakati 

bersama dengan empat lingkungan peradilan. 

Pedoman Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama mengacu pada 

Tujuh (7) kriteria Indonesia Court Performance (-) Excellent (ICP-E), Meliputi: 

1. Kepemimpinan (Leadership) 

2. Perencanaan Strategis (Strategic Planing) 

3. Fokus Pelanggang (Custumor Focus) 

4. Sistem Dokumen (Document System) 

5. Manajemen Sumber Daya (Resources Management) 

6. Manajemen Proses (Process management) 

7. Hasil Kinerja (Performance Result) 

 

Pada Tahun 2018 Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe sudah mengikuti 

Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) dengan meraih Predikat “A”, 

pelaksanaan SAPM tersebut sudah dinilai kembali dalam surveyland pada tahun 

2019. Pelayanan Prima yang merupakan hasil inovasi dan telah dilaksanakan pada 

Mahkamah Syar’iyah Lhokseuamwe adalah pembangunan gedung kantor Mahkamah 

Syar’iyah Lhokseumawe yang lebih memadai dan lebih nyaman untuk para pegawai 

Makamah Syar’iyah Lhokseumawe maupun para pengguna Pencari Keadilan.  
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B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu program 

unggulan Mahkamah Agung di samping program akreditasi. Program ini mulai 

dikenalkan sejak Tahun 2017 di beberapa pengadilan umum pada Mahkamah 

Agung. Dalam perkembangannya, program tersebut dilaksanakan hampir diseluruh 

pengadilan di Indonesia. 

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama 

Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 menyebutkan bahwa Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu (PTSP) adalah pelayanan administrasi peradilan secara terintegrasi dalam 

satu kesatuan proses yang dimulai dari tahap permohonan informasi, pengaduan, 

pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian panjar biaya perkara, hingga 

penyerahan/pengambilan produk Pengadilan melalui satu pintu. PTSP sendiri 

ditujukan untuk mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya 

ringan, memberikan pelayanan administrasi yang bebas dari korupsi kepada 

pengguna layanan dan menjaga indepedensi dan imparsialitas aparatur Pengadilan. 

Program PTSP sendiri terbentuk sebagai salah satu upaya Mahkamah Agung 

dalam mencegah dan memberantas korupsi atau pungutan liar (pungli) yang dapat 

terjadi di berbagai lembaga peradilan Indonesia, hal ini selaras dengan tujuan PTSP 

yang tertuang dalam surat keputusan Dirjen Badilag. Dengan adanya PTSP 

diharapkan para pihak berperkara dan yang bukan berperkara hanya dapat 

berinteraksi dengan pihak pengadilan  di bagian depan (frontliner) untuk 

mendapatkan pelayanan yang diinginkan dan mencegah terjadinya interaksi lebih 

yang dapat menjurus kepada hal hal yang bersifat koruptif. 

Sebelumnya, Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe masih menggunakan 

layanan konvensional dalam melayani pihak berperkara ataupun bukan yang 

berperkara. Keterlambatan pelaksanaan PTSP ini dikarenakan proses persiapan yang 

memakan waktu lama. Namun, dengan adanya semangat dan komitmen yang tinggi 

dari segenap unsur pegawai akhirnya PTSP dapat diwujudkan dan secara resmi telah 

diimplementasikan. Selain itu, para petugas PTSP juga siap siaga dalam merespon 

setiap pertanyaan dan keluhan masyarakat pencari keadilan. Tidak hanya itu saja, 
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dengan semangat untuk memberikan pelayanan prima, semua pihak baik front office 

maupun back office saling mendukung dan menciptakan kerja sama tim yang solid 

untuk menyukseskan PTSP. 

Tentunya pelaksanaan program ini menambah daftar pengadilan agama yang 

memberikan pelayanan prima untuk masyarakat sebagai wujud pembenahan 

Lembaga peradilan di Indonesia yang bersih dan bebas korupsi. Semoga ke depan 

lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung menjadi Badan Peradilan Indonesia 

yang Agung seperti visi besar Mahkamah Agung. 

 

C. Inovasi Pelayanan Publik  

Inovasi yang pertama adalah pembayaran biaya perkara melalui mesin ATM 

(Anjungan Tunai Mandiri), selama ini setiap pembayaran biaya perkara selalu 

dilakukan dengan penyetoran langsung ke bank terdekat, cara tersebut dipandang 

tidak efektif dan efisien terutama dari segi waktu. Para pihak atau kuasanya harus 

berkendara setidaknya sejauh 1 km untuk menuju bank terdekat, setelah sampai di 

bank para pihak atau kuasanya pun harus antri sekian lama bahkan bisa berjam-jam 

untuk bisa melakukan transaksi. 

Berangkat dari permasalahan itulah inovasi Pembayaran Biaya Perkara 

melalui ATM ini muncul, diawali dengan kerjasama dengan pihak bank untuk 

menyediakan mesin ATM di lingkungan gedung Mahkamah Syar’yah 

Lhokseumawe. Dengan adanya mesin ATM ini, diharapkan masyarakat dapat 

memanfaatkanya untuk melakukan transaksi keuangan perkara, sehingga lebih hemat 

waktu dan tenaga, proses mejadi lebih cepat. 

Inovasi berikutnya adalah SMS Sistem Informasi Perkara, layanan ini 

ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat, saat ini umumnya setiap orang telah 

memiliki atau menggunakan telepon seluler (ponsel) sehingga dengan adanya 

layanan ini setiap orang, kapan dan dimanapun berada dapat mengakses informasi 

tentang perkara. Layanan SMS ini dibuat guna mendukung aplikasi Sistem Informasi 

Penelusuran Perkara (SIPP), SIPP hanya dapat diakses masyarakat melalui jaringan 

internet, sehingga bagi masyarakat yang tidak memiliki akses internet dapat 
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menggunakan layanan SMS ini untuk mengetahui informasi tentang parapihak, 

tanggal register, status terakhir, jadwal sidang dan juga biaya perkara. 
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BAB  VI 

PENGAWASAN 

 

A. Internal 

 

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan 

mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana 

mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Pelaksanaan Pengawasan 

dilaksanakan di bawah pimpinan Ketua Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe dengan 

berpedoman kepada Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan 

yakni Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 

Agustus 2006. 

Pengawasan internal dilaksanakan oleh Ketua Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe. 

Pengawasan Internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan dilingkungan 

Mahkmah Syar’iyah Sigli yang dalam pelaksanaannya dikoordinir oleh Wakil Ketua serta 

Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid). Untuk pelaksanaannya tugas-tugas pengawasan 

tersebut didelegasikan kepada Hakim Pengawas Bidang yang dikoordinir oleh Ketua 

Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah 

Syar’iyah Lhokseumawe   Nomor :W1-A5/16/KP.04.6/I/2019 tanggal 02 Januari 2019 

tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe. 

Pengawasan tersebut meliputi bidang Manajemen Peradilan, Kinerja Pelayanan Publik, 

Kepaniteraan, bidang Administrasi dan bidang Umum. 

Pelaksanaan pengawasan dilaksanakan secara rutin oleh hakim pengawas sesuai 

dengan bidang pengawasannya, hasil dari pengawasan tersebut dilaporkan kepada Wakil 

Ketua selaku koordinator secara berkala setiap tiga bulan, untuk selanjutnya dicarikan solusi 

penyelesaiannya secara bersama-sama. Dalam pelaksanaan dan pelaporan pengawasan 

tersebut masih perlu peningkatan terutama dari segi ketepatan pelaksanaan pengawasan dan 

pelaporannya dari Hakim Pengawas Bidang. 

Di samping pengawasan yang dilakukan oleh hakim pengawas bidang tersebut juga 

dilakukan pengawasan melekat oleh setiap pejabat struktural terhadap kinerja bawahannya, 

yakni atasan melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap kinerja bawahannya. Bagi 



MS-Lhokseumawe LAPTAH 2019 

 

 

 

 

33 

yang berprestasi akan mendapat penghargaan dan promosi, sementara bagi prestasinya 

kurang diberikan pembinaan, pengarahan dan dorongan untuk meningkatkan kinerjanya.  

Hasil pengawasan tersebut pada setiap akhir tahun berimbas pada nilai DP3 dan 

dibuat oleh setiap atasan dari pegawai yang bersangkutan. Hakim Pengawas Bidang yang 

dikoordinir oleh Wakil Ketua Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe sesuai dengan Surat 

Keputusan Ketua Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe   Nomor : W1-

A5/571/KP.04.6/I/2019 tanggal 11 Juni 2019 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang 

pada Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe. Pengawasan tersebut meliputi bidang 

Manajemen Peradilan, Kinerja Pelayanan Publik, Kepaniteraan, bidang Administrasi dan 

bidang Umum. 

Hakim Pengawas Bidang Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe  melaksanakan 

kegiatan Pengawasan dan Pembinaan di Kepaniteraan dan Kesekretariatan secara 

terprogram dengan Tim Hakim Pengawas  Sebagai berikut: 
 

1. Drs. Azmir, SH. MH  sebagai Koordinator Hakim Pengawas Bidang; 

2. Drs. H. Ridhwan Ismail, SH. MH sebagai Hakim pengawas bidang Manajemen 

Peradilan; 

3. Robinhot Kaloko, SH. MH sebagai Hakim Pengawas Bidang Administrasi Perkara 

dan Administrasi Persidangan; 

4. Drs. Iskandar, MH sebagai Hakim Pengawas Bidang Kepegawaian dan Aplikasi, 

Informasi dan Teknologi; 

5. Drs. Muhammad Amin, SH. MH sebagai Hakim Pengawas Bidang Kinerja 

Pelayanan Publik; 

6. Drs. H. Ahmad Luthfi sebagai Hakim Pengawas Bidang Perpustakaan dan Tempat 

Ibadah;  

7. Dra. Hj. Nur Ismi, SH. MH sebagai Hakim Pengawas Bidang Persuratan 

 

B. Evaluasi 

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pembinaan dan 

Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe dan Hakim Tinggi Pembinaan dan Pengawasan 
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Mahkamah Syar’iyah Aceh yang mencakup bidang Administrasi Kepaniteraan, 

Administrasi Umum dan Kinerja Pelayanan Publik dapat dievaluasi sebagai berikut : 

1. Secara umum pelaksanaan tugas dalam beberapa bidang telah berjalan dengan baik dan 

masing – masing pegawai telah berusaha menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung 

jawab meskipun ada beberapa temuan oleh hakim pengawas. 

2. Beberapa temuan dari hakim pengawas segera ditindaklanjuti sehingga program kerja 

yang telah ditetapkan Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe Tahun 2019 dapat tercapai 

sesuai target kinerja yang diinginkan. 

3. Dengan adanya evaluasi tersebut maka setiap pegawai mengetahui kekurangan yang 

harus diperbaki untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan dimasa akan datang. 
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BAB VII 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan. 

Berdasarkan uraian laporan yamg telah dikemukakan, dapat ditarik beberapa 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe telah 

merumuskan beberapa kebijakan peradilan untuk menjadi landasan operasionalnya 

sebagai peradilan syariat Islam khusus daerah Aceh. 

2. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Mahkamah Syar’iyah 

Lhokseumawe mempunyai visi, misi, tugas pokok organisasi dan dasar hukum 

yang jelas dan kuat. 

3. Penerimaan perkara pada Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe untuk 2019 

menunjukkan Peningkatan dari tahun 2018. 

4. Penyelesaian perkara untuk tahun 2019 memenuhi target dan berjalan dengan baik, 

jumlah perkara yang diproses seluruhnya sebanyak 519 perkara, jumlah perkara 

yang diputus sebanyak 493 perkara, dan sisanya sejumlah 26 perkara.  

5. Pelaksanaan tugas bidang Administrasi perkara dilakukan berdasarkan Keputusan 

Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola 

Bindalmin dan diupayakan penerapannya dengan semaksimal mungkin. 

6. Pelaksanaan pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang dilakukan oleh hakim 

dan pejabat fungsional lainnya telah dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan 

yang berlaku, dan untuk masa mendatang dirasakan perlu ditingkatkan. 

7. Pembinaan dan penataan bidang kepegawaian, umum dan keuangan telah berjalan 

dengan baik dan dirasakan perlu ditingkatkan untuk masa mendatang. 

B.  Rekomendasi 

1. Menciptakan terobosan baru yang berbasis teknologi informasi untuk kemudahan 

pencari keadilan dalam setiap upaya hukum. 

2. Guna mempercepat proses penyelesaian perkara, perlu penekanan pelaksanaan 

kegiatan pendukung bagi para hakim maupun para Panitera/Panitera Pengganti 
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terutama yang berhubungan dengan proses percepatan misalnya penggunaan 

program Aplikasi SIPP untuk tahun 2019 serta dilakukan evaluasi pelaksanaanya 

secara komprehensif dan berkesinambungan. 

3. Hendaknya setiap unit kerja memiliki staf  perlu segera penambahan tenaga baru.   

4. Hendaknya pegawai Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe dapat ditingkatkan 

kualitasnya, guna mengimbangi tugas-tugasnnya ke depan melalui penambahan 

pelatihan teknis dan non teknis oleh Mahkamah Syar’iyah Aceh dan Mahkamah 

Agung RI. 

Demikian laporan pelaksanaan kegiatan Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe 

tahun 2019, semoga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil kebijaksaan 

dan pembinaan di masa mendatang, sehingga pelaksanaan tugas-tugas dapat berjalan 

lebih baik dan sempurna. 

Laporan ini disadari masih ada kekurangan, dan untuk kesempurnaannya 

diharapkan adanya saran masukan dari semua pihak, dan atas kerja sama yang baik untuk 

penyelesaian laporan ini diucapkan terima kasih. 

Akhirnya kepada Allah jualah kita berserah diri serta memohon semua ampunanNya.  

AMIN YA RABBAL ‘ALAMIN. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 


